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	1. 
	PENJELASAN 

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

RAHASIA NEGARA

	
	

	2. 
	I. 
U M U M

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menambahkan beberapa pasal mengenai hak asasi manusia termasuk hak setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi yang menjadi dasar penyelenggaraan prinsip keterbukaan  informasi publik bagi setiap orang. Hak konstitusional tersebut sejalan dengan ketentuan instrumen internasional hak asasi manusia   yang tercantum dalam Article 19 Universal Declaration of Human Rights dan Article 19 International Covenant Civil and Political Rights. Namun pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut dapat dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 28J  Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada undang-undang untuk membatasi hak setiap orang dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. 
	
	

	3. 
	Sehubungan dengan hal itu perlu ada suatu undang-undang yang membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang dikualifikasikan sebagai informasi yang bersifat rahasia negara, karena apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan/atau keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari kepedulian dan rasa tanggung jawab seluruh komponen bangsa terhadap keselamatan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.


	
	

	4. 
	Ketentuan mengenai rahasia negara yang diatur dengan suatu undang-undang tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi kebebasan publik memperoleh informasi yang diklasifikasi sebagai rahasia negara, melainkan juga menetapkan berbagai hal mengenai penyeleggaraan rahasia negara guna menghindari kemungkinan pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan mempertimbangkan hak asasi setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, maka  Undang-undang ini membatasi jenis rahasia negara dalam bidang-bidang tertentu, sehingga pejabat publik tidak dapat menetapkan sendiri rahasia tanpa berdasarkan ketentuan undang-undang. 


	
	

	5. 
	Pembatasan jenis rahasia negara dengan aturan yang lebih ketat dan penetapan jadwal retensi rahasia negara yang diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku di berbagai negara dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan rahasia negara dan meringankan tugas dan tanggung jawab pejabat publik.


	
	

	6. 
	Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan pejabat publik dalam menentukan klasifikasi informasi yang bersifat rahasia (classified information) dan informasi tidak rahasia (disclosed information) serta mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang dapat merugikan kepentingan umum, khususnya masyarakat yang membutuhkan informasi tertentu.


	
	

	7. 
	Untuk menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan di bidang rahasia negara Undang-undang ini membentuk Dewan Rahasia Negara dengan keanggotaannya secara ex officio terdiri beberapa menteri dan pejabat negara yang terkait dengan rahasia negara. Dewan Rahasia Negara diberi kewenangan untuk memperpanjang masa retensi rahasia negara dan memberikan persetujuan kepada penyidik, jaksa, dan/atau hakim untuk mengetahui rahasia negara dalam rangka pemeriksaan secara tertutup mengenai alat bukti yang diperlukan dalam kasus tindak pidana rahasia negara. 
	
	

	8. 
	Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus tindak pidana rahasia negara diatur secara lebih khusus yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini  memperluas ruang lingkup pengertian “alat bukti  dalam pemeriksaan tindak pidana rahasia negara dan mencantumkan ketentuan yang melarang rahasia negara dihadirkan secara fisik sebagai alat bukti dalam sidang peradilan terbuka. Oleh karena itu untuk kepentingan proses peradilan sebagai ganti dari dokumen rahasia negara yang tetap dirahasiakan, polisi, jaksa, dan/atau hakim dapat mengajukan “surat keterangan rahasia negara” yang dikeluarkan oleh Dewan Rahasia Negara. 
	
	

	9. 
	II.
PASAL DEMI PASAL


	
	

	10. 
	Pasal 1



Cukup jelas.


	
	

	11. 
	Pasal 2

Cukup jelas.


	
	

	12. 
	Pasal 3


Cukup jelas.


	
	

	13. 
	Pasal 4 

Isi kerahasiaan negara dari huruf a sampai dengan huruf g merupakan rahasia negara dari instansi yang memiliki rahasia negara.


	
	

	14. 
	Huruf a

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang pertahanan dan keamanan negara”, antara lain: persenjataan, perbekalan, peralatan tempur dan penemuan teknologinya beserta riset pengembangan.


	
	

	15. 
	Huruf b

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang hubungan luar negeri”, antara lain: hasil analisis diplomat tentang masalah bilateral sebagai bahan kebijakan. Misalnya analisis tentang kebijakan politik, ekonomi negara akreditasi.
	
	

	16. 
	Huruf c

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang proses penegakan hukum”, antara lain: informasi yang berkaitan dengan proses penye​lidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau PPNS yang berkaitan dengan kasus tertentu. 


	
	

	17. 
	Huruf d


Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang ketahanan ekonomi nasional”, antara lain: Ketahanan Ekonomi Bidang Moneter (Jumlah intervensi BI terhadap pasar untuk menjaga kestabilan rupiah); Ketahanan Ekonomi Bidang Fiskal (Penerimaan dan pengeluaran di bidang Pasar Modal, Perpajakan, Bea dan Cukai dan lain-lainnya); Ketahanan Ekonomi Bidang Industri dan Perdagangan (komoditas-komoditas yang masih dalam pengaturan dan pengawasan). 


	
	

	18. 
	Huruf e

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang persandian negara”, antara lain: informasi yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan aplikasi persandian.


	
	

	19. 
	Huruf f

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang intelijen negara”, antara lain sebagai berikut : 


	
	

	20. 
	1.
Data intelijen kegiatan dan/atau operasi yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan dan/atau operasi intelijen.


	
	

	21. 
	2. Dukungan kegiatan dan/atau operasi kepada instansi intelijen dan informasi yang berhubungan dengan intelijen termasuk informasi yang dimiliki atau yang ditransmisikan oleh instansi tersebut atau orang yang mendukungnya.


	
	

	22. 
	Huruf g

Yang dimaksud dengan “rahasia negara di bidang pengamanan aset vital negara”, antara lain: instalasi militer, daerah pelatihan militer, pabrik senjata, dan sebagainya.
	
	

	23. 
	Pasal 5

Cukup jelas.

	
	

	24. 
	Pasal 6


Cukup jelas.


	
	

	25. 
	Pasal 7

Yang dimaksud dengan “sumber daya nasional” yaitu seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang terdapat di bumi, air, tanah, wilayah udara serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, juga sumber daya yang bersifat material maupun immaterial.
	
	

	26. 
	Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia instansi” adalah  segala sesuatu yang perlu dirahasiakan oleh instansi dalam jangka waktu tertentu tetapi bukan merupakan rahasia negara. 

Contoh: naskah soal ujian nasional yang belum dikeluarkan pada pelaksanaan ujian.


	
	

	27. 
	Ayat (2)


Cukup jelas


	
	

	28. 
	Ayat (3)

Cukup jelas.


	
	

	29. 
	Ayat (4)

Cukup jelas.


	
	

	30. 
	Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi publik selain rahasia negara”, antara lain: rencana umum tata ruang.


	
	

	31. 
	Pasal 10

 Ayat (1)

Cukup jelas.
	
	

	32. 
	Ayat (2)

Cukup jelas.


	
	

	33. 
	Ayat (3)


Cukup jelas.


	
	

	34. 
	Ayat (4)

Pernyataan bocornya suatu rahasia negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Guna menghindari bertambah meluasnya kebocoran berikut dampaknya, rahasia negara yang telah bocor tetap dijaga kerahasiannya sampai masa retensi berakhir.


	
	

	35. 
	Ayat (5)

Cukup jelas.
	
	

	36. 
	Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
	
	

	37. 
	Ayat (2)

Cukup jelas.


	
	

	38. 
	Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “final dan mengikat” yaitu tidak ada lagi upaya hukum yang dapat mengesampingkan penolakan dimaksud. 


	
	

	39. 
	Pasal 12

Huruf a

Pedoman umum merupakan pedoman tentang rahasia negara di tingkat nasional.

	
	

	40. 
	Huruf b

Pedoman teknis merupakan pedoman tentang rahasia negara di tingkat instansi yang antara lain berisi rincian daftar rahasia negara milik instansi yang bersangkutan dan prosedur pengelolaan rahasia negara dalam instansi yang bersangkutan.
	
	

	41. 
	Pasal 13

Cukup jelas.


	
	

	42. 
	Pasal 14

Cukup jelas.


	
	

	43. 
	Pasal 15

Cukup jelas.


	
	

	44. 
	Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.


	
	

	45. 
	Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sertifikasi keahlian” yaitu pemberian bukti tertulis bahwa seseorang telah mempunyai kompetensi dalam mengelola rahasia negara berdasarkan ketentuan yang telah dipersyaratkan. 


	
	

	46. 
	Ayat (3)

Cukup jelas. 

	
	

	47. 
	Pasal 17

Cukup jelas.


	
	

	48. 
	Pasal 18

Cukup jelas.


	
	

	49. 
	Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga” yaitu suami/isteri dan anak  dari pengelola rahasia negara.


	
	

	50. 
	Ayat (2)


Cukup jelas.


	
	

	51. 
	Ayat (3)


Cukup jelas.


	
	

	52. 
	Pasal 20


Cukup jelas.


	
	

	53. 
	Pasal 21
Cukup jelas.


	
	

	54. 
	Pasal 22

Cukup jelas.


	
	

	55. 
	Pasal 23

Ayat (1)


Kewenangan pengawasan umum oleh pimpinan instansi merupakan kewenangan yang melekat pada jabatannya.
	
	

	56. 
	Ayat (2)

Hasil pengawasan teknis oleh lembaga disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan evaluasi.


	
	

	57. 
	Pasal 24

Cukup jelas.


	
	

	58. 
	Pasal 25

Cukup jelas.


	
	

	59. 
	Pasal 26

Yang dimaksud dengan “kebijakan” yaitu tindakan dan pengaturan yang dilakukan oleh Dewan Rahasia Negara dalam rangka menyelenggarakan rahasia negara dengan tidak melebihi kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini.


	
	

	60. 
	Pasal 27

Cukup jelas.


	
	

	61. 
	Pasal 28

Cukup jelas.


	
	

	62. 
	Pasal 29

Cukup jelas.


	
	

	63. 
	Pasal 30

Cukup jelas.


	
	

	64. 
	Pasal 31

Cukup jelas. 


	
	

	65. 
	Pasal 32

Cukup jelas.


	
	

	66. 
	Pasal 33

Cukup jelas.
	
	

	67. 
	Pasal 34 

Cukup jelas.


	
	

	68. 
	Pasal 35

Cukup jelas.


	
	

	69. 
	Pasal 36

Cukup jelas.


	
	

	70. 
	Pasal 37

Cukup jelas.


	
	

	71. 
	Pasal 38

Cukup jelas.


	
	

	72. 
	Pasal 39

Cukup jelas.


	
	

	73. 
	Pasal 40

Cukup jelas.


	
	

	74. 
	Pasal 41

Cukup jelas.


	
	

	75. 
	Pasal 42

Cukup jelas.


	
	

	76. 
	Pasal 42

Cukup jelas.


	
	

	77. 
	Pasal 44

Cukup jelas.

	
	

	78. 
	Pasal 45

Cukup jelas.


	
	

	79. 
	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... 


	
	


